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b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pemberitukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Mengingat

Menimbang

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR,d-g TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Nornor 9 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah, dan Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah,
dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural Dinas Sosial Kabupaten Lampung
Tengah;

'. BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

, ,
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

•
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Pasall

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah KabupatenLampungTengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah Kabupaten LampungTengah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati LampungTengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan RepublikIndonesia.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensiyang dimilikiDaerah.

10.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
KabupatenLampungTengah.

BABI

KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN
FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
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Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal2

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial,
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin yang menjadi
kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB II

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Tengah;

12.Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.

13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Tengah TipeA.

14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Tengah.

15.Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Tengah.

16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Tengah.

17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Tengah.

18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Tengah.

19.Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.
20. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran

dari tugas.
21. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis

pada Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

22. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu Organisasi Negara.

23. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

•
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atasan;
k. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan

memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang rnasing-masing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

dan sistem
(SPIP) di

birokrasi
pemerintah

1. Pelaksanaan reformasi
pengendalian internal
lingkunganDinasSosia1.

J. Pengevaluasian program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai
bahan pertanggungjawabandan masukan kepada

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)KepalaDinasmempunyaifungsi:
a. Perumusan perencanaan kebijakan di bidang

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan
sosial, pemberdayaansosial, dan penanganan fakir
miskin.

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan
sosial, pemberdayaansosial, dan penanganan fakir
miskin.

c. Pelaksanaan kebijakandi bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan
sosial,dan penanganan fakirmiskin.

d. Pelaksanaan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan
sosial,dan penanganan fakirmiskin.

e. Pengarahanpenyelenggaraanbimbinganteknis dan
supervisidi bidang rehabilitasi sosial, perlindungan
dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
penanganan fakirmiskin.

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
penanganan fakirmiskin.

g. Pengendalian urusan administrasi di lingkungan
DinasSosial.

h. Pembinaan, pengarahan dan menyelenggarakan
kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
DinasSosial.

•
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasa13

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu KepalaDinas
dalam memimpin, mengendalikan, mengawasi,
mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan
ketatausahaan, kepegawaian,keuangan, perlengkapan,
perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan
koordinasidan pelayanan administrasi kepada seluruh
satuan organisasi di lingkunganDinasSosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)Sekretariatmempunyaifungsi :
a. Perumusan rencana kerja Sekretariat Dinas Sosial
sebagaipedomanpelaksanaan tugas.

b. Penyelenggaraandan pengkoordinasian perumusan
penyusunan rencana program dan anggaran, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan
Dinas SosiaL

c. Penyelenggaraandan pengkoordinasian pengelolaan
urusan keuangan di lingkunganDinas Sosial.

d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penataan
organisasi dan tatalaksana, urusan hukum dan
hubungan masyarakat di lingkunganDinas Sosial.

e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan
tatausaha di lingkunganDinas Sosial.

f. Pengkoordinasian pelaksanaan program,
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta
informasidi lingkunganDinas Sosial.

g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis di
lingkunganDinas Sosial.

h. Pembinaan, pengarahan dan penyelenggaraan
kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
Sekretariat Dinas Sosial.

1. Pengkoordinasianpenyusunan rencana strategis dan
laporan kinerja di lingkunganDinas Sosial.

J. Pengkoordinasian pelaksanaan ReformasiBirokrasi
dan Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP)
di lingkunganDinas Sosial.

•

m. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil)

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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bagian
pedoman

a. Menyusun rencana kegiatan sub
perencanaan dan pelaporan sebagai
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkanbahan koordinasi rencana programdan
anggaran.

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program
dan anggaran.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana strategis.

e. Menyiapkanbahan koordinasi penyusunan laporan
serta pengumpulan,pengolahandan penyajiandata.

f. Menyiapkanbahan penyusunan laporan kinerja.
g. Memberikansaran dan pertimbangankepada atasan

yang berkaitan dengan tugas sub bagian
perencanaan dan pelaporan.

,

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan rencana program dan anggaran,
melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta
pengumpulan,pengolahan,dan penyajiandata.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
adalah sebagaiberikut:

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasa14..

k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat
Dinas Sosial.

1. Pengevaluasian program kerja/jugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

m. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

n. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

o. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



8

Paragraf2

Sub Bagian Keuangan

Pasa15

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas di bidang,
tatalaksana keuangan, perbendaharaan dan gaji,
verifikasi akuntansi, rumah tangga, perpustakaan,
administrasi umum, dan hubungan masyarakat
serta memberikan pelayanan administratif dan
pengelolaanurusan keuangan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan

sebagaipedomanpelaksanaan tugas.
b. Melaksanakan urusan tatalaksana keuangan di

lingkunganDinas Sosial.
c. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji di

lingkunganDinasSosial.
d. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi di

lingkunganDinasSosial.
e. Mengelola dan mengiventarisasi perlengkapan,

peralatan dan barang miliknegara yang ada di Dinas
Sosial.

f. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

•

pelaksanaan tugas/ kegiatan1. Melaporkan hasil
kepada atasan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

i. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja,

j. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil);
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g. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

h. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil).

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Paragraf3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa16

(1) Sub BagianUmumdan Kepegawaianmempunyai tugas
penyiapan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah
tangga serta tata persuratan dan kearsipan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
adalah sebagaiberikut :
a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan

kepegawaiansebagaipedoman pelaksanaan tugas.
b. Menyiapkanbahan urusan tata usaha, kepegawaian,

rumah tangga, kehumasan, tata persuratan dan
kearsipan.

c. Menyiapkanbahan penyusunan laporan kinerja.
d. Mengkoordinirpenyiapan bahan ReformasiBirokrasi

dan Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP)
di lingkungandinas.

e. Mengevaluasi program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

f. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

g. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

•
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•

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasa17

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perlindungandan jaminan sosial;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
mempunyaifungsi :
a. Penyusun rencana kegiatan operasional bidang

perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Penyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
perlindungandan jaminan sosial.

c. Penyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungandan jaminan sosial.

d. Penyusun bahan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidangperlindungandan jaminan sosial.

e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
supervisidi bidangperlindungandan jaminan sosial.

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan
jaminan sosial.

g. Pelaksanaan koordinasi Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosialdengan instansi terkait.

h. Penyelia,mengatur dan mengevaluasikegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang
Perlindungandan jaminan Sosial.

1. Pengevaluasian program kerjaj tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

J. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

a

h. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
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Paragraf 1
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Pasal 8
(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perlindungan sosial korban
bencana alamo

(2) Rincian Tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban
BencanaAlamadalah sebagaiberikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang perlindungan sosial korban
bencana alamo

C. Menyiapkanbahan pelaksanaan kebijakandi bidang
perlindungan sosialkorban bencana alamo

d. Menyiapkanbahan koordinasi bidang perlindungan
sosial korban bencana alam dengan unit/Instansi
terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan
sosialkorban bencana alamo

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang perlindungan
sosial korban bencana alamo

g. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

h. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

•

k. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf2

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Pasal 9

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perlindungan sosial korban
bencana sosial.

(2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan

Sosial Korban Bencana Sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang perlindungan sosial korban
bencana sosial.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan sosial korban bencana sosial.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan
sosial korban bencana sosial dengan unit/ instansi
terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan
sosial korban bencana sosial.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang perlindungan
sosial korban bencana sosial.

g. Mengevaluasi program kerja /tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

J. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf3

Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Pasal 10

(1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
jaminan sosial keluarga.

(2) Rincian tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga adalah
sebagaiberikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial
Keluargasebagaipedomanpelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakandi bidangjaminan sosialkeluarga.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidangjaminan sosial keluarga.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang jaminan
sosialkeluargadenganunit/Instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang jaminan
sosialkeluarga.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisidan pemantauan di bidangjaminan sosial
keluarga.

g. Mengevaluasi program kerja/fugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai
bahan pertanggungjawabandan masukan kepada
atasan;

h. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang masing-masing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil);

k. Melaksanakantugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai
fungsi:

a. Penyusun rencana kegiatan operasional Bidang
Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

b. Penyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang
disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan
orang.

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan
tuna sosial dan korban perdagangan orang.

d. Penyusun bahan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan
korban perdagangan orang.

e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial
dan korban perdagangan orang.

f. Pemantau, pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial
dan korban perdagangan orang.

g. Pelaksanaan koordinasi bidang rehabilitasi sosial
dengan instansi terkait;

i. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

J. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
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Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Pasal12

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporandi bidangrehabilitasi sosial anak dan lansia.

(2) Rinciantugas Seksi RehabilitasiSosialAnakdan Lanjut
Usiaadalah sebagaiberikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi

Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia.

c. Menyiapakan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidangrehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia dengan unitjinstansi
terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia.

h. Penyelia, pengatur dan pengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang
Rehabilitasi Sosial.

1. Pengevaluasian program keIjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

J. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

l. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas.

(2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas dengan unit/ instansi
terkait.

Paragraf2

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Pasal 13

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia.

g. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

J. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja PegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas.

g. Mengevaluasi program ketjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunj uk dan keten tuan
Peraturan Perundang- undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Paragraf3

Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial Korban
Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza

Pasal 14

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial Korban
PerdaganganOrang dan KorbanPenyalahgunaanNapza
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan
korban perdaganganorang dan korban penyalahgunaan
napza.

(2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial
Korban Perdagangan Orang dan Korban
PenyalahgunaanNapzaadalah sebagaiberikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi
Sosial, Tuna Sosial Korban PerdaganganOrang dan
Korban Penyalahgunaan Napza. sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, tuna sosial
korban perdagangan orang dan korban
penyalahgunaannapza.
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Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal15

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai
fungsi:

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
rehabilitasi sosial, tuna sosial korban perdagangan
orang dan korban penyalahgunaan napza.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi
sosial, tuna sosial korban perdagangan orang dan
korban penyalahgunaan napza dengan
unit/Instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi
sosial, tuna sosial korban perdagangan orang dan
korban penyalahgunaan napza.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang rehabilitasi
sosial, tuna sosial korban perdagangan orang dan
korban penyalahgunaan napza.

g. Mengevaluasi program kerja /tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

i. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

J. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja PegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga

Pasal16

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pemberdayaan perorangan dan
keluarga.

a. Penyusun rencana kegiatan operasional bidang
pemberdayaan sosial sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

b. Penyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial.

c. Penyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial.

d. Penyusun bahan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pemberdayaan sosial.

e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemberdayaan sosial.

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
sosial.

g. Pelaksanaan koordinasi bidang pemberdayaan sosial
dengan instansi terkait.

h. Pengevaluasian program kerjaj tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

i. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-rnasing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerjayang telah dicapaiuntuk dipergunakansebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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(2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan
dan Keluarga adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan

perorangan dan keluarga sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang pemberdayaan sosial
perorangan dan keluarga.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang pemberdayaan
sosial perorangan dan keluarga dengan
unit/ instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria seksi pemberdayaan
sosial perorangan dan keluarga.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang seksi
pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga.

g. Mengevaluasi program kerja./ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

J. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Paragraf2

Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Sosial

Pasal17

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan sosial.
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Pasal18

(1) Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan potensi
kesetiakawanandan restorasi sosial.

(2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Sosial adalah sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan

masyarakat dan kelembagaan sosial sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan sosial.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaan sosial dengan
unit/ instan si terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria seksi pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaan sosial.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang seksi
pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.

g. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Paragraf3

Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial
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Bagian Keenam

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasa119

(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakandi bidangpenanganan fakirmiskin.

(2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Potensi
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan

Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang pemberdayaan potensi
kesetiakawanan dan restorasi sosial.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi
sosial.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang pemberdayaan
potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial dengan
unit/ instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria seksi pemberdayaan
potensi kesetiakawanan dan restorasi Sosial.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan
potensi kesetiakawanandan restorasi sosial

g. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-rnasing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf 1

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Pasa120

(1) Seksi Identifikasidan Penguatan Kapasitas mempunyai
tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
identifikasidan penguatan kapasitas.

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaranpelaksanaan tugas

kegiatan operasional bidang
miskin sebagai pedoman

a. Penyusun rencana
penaganan fakir
pelaksanaan tugas.

b. Penyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
penanganan fakirmiskin.

c. Penyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanganan fakirmiskin.

d. Penyusun bahan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidangpenanganan fakirmiskin.

e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
supervisidi bidangpenanganan fakirmiskin.

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir
miskin.

g. Pelaksanaan koordinasi bidang penanganan fakir
miskindengan instansi terkait.

h. Pengevaluasian program keIjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagaibahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

i. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerjayang telah dicapaiuntuk dipergunakansebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

I •

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin
mempunyai fungsi :
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Paragraf2

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Pasa121

(1) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai
tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendampingndan pemberdayaan.

(2) Rincian tugas Seksi Identifikasi dan Penguatan
Kapasitas adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi identifikasi dan
penguatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang seksi identifikasi dan penguatan
kapasitas.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
seksi identifikasi dan penguatan kapasitas.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang seksi
identifikasi dan penguatan kapasitas dengan
unit/ instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang seksi
identifikasi dan penguatan kapasitas.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan di bidang identifikasi dan
penguatan kapasitas.

g. Mengevaluasi program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakantugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



25

Paragraf 3

Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Pasa122

(1) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbinganteknis, dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidangbantuan stimulan dan penataan lingkungan.

(2) Rincian tugas Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
adalah sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pendampingan

dan pemberdayaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang seksi pendampingan dan
pemberdayaan.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
seksi pendampingan dan pemberdayaan.

d. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang seksi
pendampingan dan pemberdayaan dengan
unitjinstansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang seksi
pendampingan dan pemberdayaan.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
SUpeI'VlSldan pemantauan di bidang seksi
pendampingandan pemberdayaan.

g. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

h. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

j. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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BABIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata KerjaDinas Sosial,TenagaKerjadan
Transmigrasidicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Rincian tugas Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan
Lingkungan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi bantuan stimulan
dan penataan lingkungan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang seksi bantuan stimulan dan
penataan lingkungan.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
seksi bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang bantuan
stimulan dan penataan lingkungan dengan
unit/ instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria seksi bantuan
stimulan dan penataan lingkungan.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervrsi dan pemantauan di bidang bantuan
stimulan dan penataan lingkungan.

g. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

i. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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I ERLANSYAH

AERAHKABUPATENLAMPUNGTENGAHTABUN2017 NOMOR J8

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal Jh mej 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AMPUNG TENGAH

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal dIo n1li 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Pasa124

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari
2017.
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